
Menimbang 

Menglngat 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 18TAHUN2009 

TENTANG 

PAJAK REKLAME 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

a. bahwa sebagal dasar hukum pernungutan pajak reklame yang 

merupekan salah satu sumber pemoiayaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 

rangka meningkatl<an dan memeratakan kesejahteraan 

masyarakat, telah dlbertakultan Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 9 tahun 1998 tentang Pa1ak 

Reklame; 

b bahwa dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat 

daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Namer 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkal Daerah, dan perubahan atas beberapa 

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 

pembentukannya, maka Peraturan Daerah sebagaimana 

dimaksud pad a huruf a perlu ditinjau kembali dan dlsesuaikan; 

c; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah 

tentang Pajak Reklame; 

1. Undang-unctang Nomor 13 Tahun 1950 tentang PembentuKan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ten1ang Hukum Acara 

P1dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3209); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PaJak Daerah dan 

Retrlbusl Daerah (Lembaran Negara Republ1k Indonesia Tahun 

1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang 

Republlk Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia 

rahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republlk Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tanun 2000 tentang 

Perubahan Kedua Ata& Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

lentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadllan Pajak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4189): 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuken 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republlk 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

2 
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8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republi< Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4438); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 

Nomor 4138): 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi. dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republfk Indonesia Nomor 4737); 

12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia 

Nomor4741); 

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan. 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­

undangan; 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 

11 Tahun 1985 tentang Penunjukan. Pengangkatan, Kewenangan 

dan Pemberhent.ian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada 

Pemerimah Kabupaten Daerah Tmgkat II Banyumas (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tlngkat II Banyumas Tahun 1986 

Nomor 5 Sen D); 

3 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadl Kewenangan 

Pernerintatrdn Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5, Seri E); 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Organlsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Banyurnas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 

Nomor2, Seri D); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyurnas Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Organlsasi dan Tata Kelja Lernbaga Teknis Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas 

Tahun 2008 Nomor 3, Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3, Seri E). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

dan 

Menetapkan 

BUPATI BANYUMAS 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas. 

2. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. 

4. Bupati adalah Bupati Banyumas 
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5. Dinas adalah D1nas Daerah yang membidangi tugas pendapatan daerah. 

6 . Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan 

Polis! Pamong Praja Kabupaten Banyumas. 

7. Pe1abat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

8. Pajak Reklame yang selanjutnya dlsebut pajak adalah pungutan Daerah alas 

penyelenggaraan reklame. 

9. Reklame adalah benda, alal, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan 

dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk 

menarik perhatlan umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan 

atau dapat dilihat. dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali 

yang dllakukan oleh Pemerintah, 

10. Panggung/lokasl reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan 1 (satu) 

buah atau lebih reklame. 

11 . Penyelenggara reklame edalah orang pribadi atau bedan yang menyelenggarakan 

reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan alas nama pihak lain 

yang menjadl tanggungannya. 

12. Kawasan/zone adalah batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan w~ayah 

tersobut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame. 

73. Nilai Juar obyek PaJak. Reklame adaJah keseluruhan pembayaran/pengeluaran 

biaya yang dikeluarkan oleh pemtlik dan/atau penyelenggaraan reklame termasuk 

dalam hal inl adalah biayafharga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, 

pembayaranlongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecalan, 

pemasangan dan transportasi rengangkutan dan lain sebagainya sampal dengan 

bangunan reklame rampung. dipancarkan. diperagakan. dilayangkan dan/atau 

terpasang di tempat yang telah diizinkan. 

14 . Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada litil< lokasi 

pemasangan re:<lame tersebut berdasarkan kriteria kepadstan pemanfaatan ta1a 

ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha. 

15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah 

surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan 

pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
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16. Surat Seloran Pajak Daerah yang selanjutnya dislngkat SSPD adalah surat yang 

digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak 

yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daarah yang selanjutnya dislngkat SKPD adalah surat 

kepulusan yang menentukan besamya jumlah pajak terutang. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB 

adaleh surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak. besarnya sanksi 

administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambehan yang selanj utnya 

dislngkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan alas 

jumlah pajak yang ditetapkan. 

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB 

adalah surat keputusan yang menantukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 

karena jumtah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tldak 

seharusnya tertrtang. 

21 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanJutnya disngket SKPDN adelah 

surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya 

dengan jumlah kredlt pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk 

melakukan tagihen pajak den/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 

23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan 

Pajak. 

24. Badan adatah suatu Badan Usaha yang metiputi Perseroan Terbatas. Perseroan 

Komandlter, Perseroan lalnnya, Badan usaha MIiii< Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah dengan nama dan benluk apapun, Persekutuan, Flrma, Kongsl, 

Koperesi, Yayesan atau Organisasi yang seJenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk 

Usaha Tetap serta bentuk badan usaha lalnnya. 

25. Utang Pajak adalah pajak yang harus dlbayar pada suatu saat, pada masa pajak 

dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan perpajakan 

26 Kadaluwarsa adalah suatu aJat untuk rnemperoleh sesuatu atau dlbebaskan dari 

suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertenlu. 



7

27. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkalan tlndakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukli yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi , serta menemukan 

tersangkanya. 

28. Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republlk Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri S1pil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang 

untuk melakukan penyidikan. 

29. Penyldik Pegawal Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negen S1p1I tertentu al 

lingkungan Pernerinlah Daerah yang dlberi wewenang khusus oleh Undang,­

Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Oaerah. 

BAB II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal :2 

Oengan nama Pajak Reklame dipungut pajak alas penyelenggaraan reklame. 

Pasal 3 

(1) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan Reklame. 

(2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 

a. reklame papan/b1llboardtmegatron; 

b. reklame kain; 

c. reklame melekat (stiker); 

d. reklame selebaran: 

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

r. reklame udara: 

g. reklame suara; 

h. reklame film/slide; 

i. reklame peraga. 

(3) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah: 

b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta 

mingguan, warta bulanan dan sejenisnya; 

7 
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c. pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan Permuran 

Perundang-undangan yang berlaku; 

d. tul1san atau benda-benda yang semata-mata untuk menjamin keselamalan 

umum; 

e. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemmhan Umm 

yang dlselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 

ber1aku: 

f. tulisan-tulisr1n, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan 

dengan adanya konferensUkongreslrapat/pertemuan parta1 politik atau 

organ1sasi sosial/masyaral<at yang tidal\ mencarl l<euntungan dengan batas 

wal<tu tertentu; 

g. reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lam 

dan berada paling lama 7 (tUJUh) hari 

Pasal-' 
Penyelenggaraan reklame sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wa11b terleb1h 

dahulu mem1llki izln dari Bupat1 sesuai dengan l<etentuan Peraturan Perundang­

undangan yang berlaku. 

Pasal S 
(1 ) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau 

melakukan pemesanan reklame. 

(2) Wajib pajak edalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan raklama. 

BAB Ill 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal6 

(1) Dasar Pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame. 

(2) Nilai sewa reklame sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

biaya pemasangan, lama pamasangan, nllal strategis, lokasi, volume dan jenis 

reklame. 
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(3) Oa!am hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang 

memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame 

ditentukan berdasarl<an biaya pemasangan, pemehharaan, lama pemasangan, nllal 

strategls, lokasl, volume dan jems reklame. 

(4) Oalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga. maka nilai sewa reklame 

ditentukan l:lerdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa 

penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan blaya pemasangan, 

pemeliharaan, lamanya pemasangan, nilai strategis. lokasi, volume dan jenis 

reklame. 

(5) Hasil penghitungan nilai sewa reklame sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) 

dmyatakan dalam bentuk tabel dan dltetapkan dengan Peral\Jran Bupatl. 

Pasal7 

Tarif pajak drtetapkan sebesar 25% (dua puluh Ima persen). 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHln.JNGAN PAJAK 

PasalB 

11) Pajak yang terutang dipungut di Daerah. 

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

BABV 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal9 

Masa pajak adalah jangka waktu yang lan,anya sama dengan jangka waktu 

penyelenggaraan reklame. 

Pasal 10 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame. 
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Pasal 11 

(1) Setlap wajib pajak wajlb menglsl SPTPD. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) harus diisi dengan jelas, benar dan 

lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati 

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. 

BAB VI 

TATA CARA PENGHITUNGA.N DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati 

menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2) Apabilo SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar 

setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima. maka 

dikenal<an sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan 

dan drtagih dengan menerbttkan STPD. 

Pasal13 

(1) Wajib Pajak yang membayar sendin. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 o ayat (1) digunakan untuk menghltung, memperh1tungkan dan menetapKan PaJak 

sendiri yang lerutang. 

(2) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak. Bupati dapat 

menerbitkan : 

a. SKPOKB; 

b. SKPOKBT; 

o. SKPON. 

(3) SKPDKB sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, d1terb1tkan : 

a. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen} sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat} bulan 

dihitung sejak saat terutangnya pajak; 
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b. apabila SPTPD tidak dlsampaikan dalam jangka waktu yang dltentukan dan 

telah ditegur secara tertulls, dikenakan sanksi admlnistrasi berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 

dihitung sejak saat terutang pajak; 

c. jfka kewaJiban mengisi SPTPD lldak dipenuh1, pajak yang terutang dihitung 

secara 1abatan, dan dikenakan senksi edministrasi berupa kenaikan sebesar 

25% {dua puluh fima persen) dan pokok pajak ditambah sanksi admlnistrasi 

berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh 

empat) bulan dlhitung sejak saat terutangnya pajal<. 

(~) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbilkan jika ditemukan 

dala baru yang semula belum tenmgkap yang menyebabkan penambahan jumlah 

pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenalkan sebesar 

10% (sepuluh persen) dari jumlah kekurangan pajak teisebut. 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan jika jumlah pajak 

yang terutang sama besarnya dengan Jumlah kredit kekurangan pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredlt pajak. 

(6) Apablla kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 

sebag.aimana dimaksud pada ayal (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak 

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditaglh dengan 

menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua 

persen) sebulan. 

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan 11ndakan 

pemenksaan. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 14 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh 

Bupati sesual waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB. SKPOKBT dan 

STPD 
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(2) Jika pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, has11 penerimaan 

pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam (satu kali 

duapuluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupat1. 

(3) Pembayaran pajak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 

dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 15 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus eteu lunas. 

(2) Bupat1 dapal memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 

pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 

dltentukan. 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) harus 

dilakukan secara teratlir dan benurut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% 

(dua persen) sebulan dari jumlah paJak yang belurn alau kurang dibayar. 

(4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhl 

persyaratan yang ditentukan dengan dlkenakan bunga 2% (dua persen) sebulan 

dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 

pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (4) dlatur lebih lanjul dengan Pt:1ralurdn Bupali. 

Pasal 16 
(1) Alas pembayaran pajak sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 15 dlberfkan tanda 

bukti pembayaran den dicatat dalam buku penerimaan. 

(2) Beotuk, jenis, isi, ukuran tanda buk1i pembayaran clan buku penerimaan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur leb1h JanJut dengan Peraturan Bupali. 

BABVIII 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 17 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringalan atau sural lain yang sejenis sebaga1 awal 

lindakan pelaksanean penagihan Pajak dlkeluarkan 7 (tujuh) harl sejak saat jatuh 

tempo pembayaran. 

I? 
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(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat leguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis. wajib pajak harus melunasl pajak yang 

terutang. 

(3) Surat teguran atau surat perlngatan atau sural lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabal 

Pasal 18 

(1) Apabila jumlah pajal< yang masih harus dibayar tldak dllunasl dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentukan dalam sural teguran atau surat peringatan atau surat lain 

yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar di\agih dengan surat paksa. 

(2) PeJabat menerbltl<an surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari 

sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 19 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dllunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam (dua 

kali duapuluh empal jam) sesudah tanggal pemberitahuan sural paksa. Pejabat segera 

menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyilaan. 

Pasa120 

Setelah dilakukan peny1taan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah 

lewat 1 o (sepuluh) harl sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 

Penyltaan, Pejabat mengajukan permlntaan penetapan tanggal pelelangan kepada 

Kantor Lelang Negara. 

Pasal 21 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan lempal pelaksanaan 

lelang, JunJ Sita memberrtahukan dengan segera secara tertulis kepadawajib pajak. 

Pasaf 22 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak 

dietur lebih lenjut dengan Peraturen Bupati. 

13 
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BABIX 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal23 

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat mernberikan pengurangan. 

keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurengan, keringanan dan pembebasan pajak 

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Pera tu ran Bupati 

BABX 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 24 

(1 ) Bupati karena jabatannya atau at.as permohonan wajib pajak dapat : 

a. membelulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPO yang 

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tul,s, kesalahan hltung, dan/atau 

kekellruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 

Daerah; 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar 

c. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 

dan kenaikan pajak yang terulang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 

kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Permohcnan pernbetulan, pembalalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 

atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB. SKPOKBT dan STPD 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib 

pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) harl sejak tanggal ditenma 

SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas. 

(3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagalmana dimaksud 

pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan. 

(4) Apablla setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan. 

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasl 

dianggap dikabulkan. 
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BABXI 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 25 

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan .h:fflya kepada Bupati alas suatu . 

a. SKPD; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDLB, 

e. SKPDN. 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara 

tenulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali 

apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan behwa jangka waktu itu tidak dapat 

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasa.annya. 

(3) Bupatl dalam Jangka waktu pallng lama 3 {tlga) bulan sejak tanggal surat 

permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditenma, sudah 

momberikan keputus11n. 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tIga) bulan sebaga,mana dimaksud pada ayat (3) 

Bupati tidak memberikan keputusan, pennohonan keberatan dlanggap dikabulkan. 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 i tidak menunda 

kewaJIban membayar pajak. 

Pasal 26 
(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Sadan Penvelesaian Sengketa 

Pajak da!am Jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan. 

(2) Pengajuen banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 

kewajiban membayar pajak. 

Pasal 27 

Apabila pengajuan keberalan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 25 atau banding 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 

ketebihan pembayaran Pajak d1kembaJikan dengan ditambah 1mbalan bunga sebesar 2 

% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 
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BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 28 

(1) Wajib pajak dapat menga1ukan pennohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak kepada Bupa11 secara tertulis dengan menyebulkan sekurang-kurangnya . 

a. nama Clan alamat Wajib Pajak; 

b. Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD); 

c. masa Pajak; 

d besarnya kelebihan pembayaran pajak; 

e alasan yang jelas. 

(2) Bupatl dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterirnanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 

(3) Apablla jangka waktu sebagaimana dimakaud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak 

memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 

(satu) bulan 

(4) Jika wajlb pajak mempunyai utang pajak lalnnya, kcleblhan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungltan untuk melunasi 

tertebih dahulu u1ang pajak dlmaksud. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah 

Membayar Ketebihan Pajak (SPMKP). 

(6) Apabila pengembalian kelebihan perrbayaran Pajak ditakukan setelah tewat waktu 

2 (due) bulen sejak dlterbltkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 

sebesar 2 % (dua persen) sebutan atau keterlambatan pembayaran kelebihan 

pajak. 

Paeel 29 

Dafam ha[ ketebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya. 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan 

cara pemindahbukuan dan buktl pemindahbukuan juga bertaku sebagal buKti 

pembayaran. 
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BAB XIII 

KADALUWARSA 

PasalJO 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka 

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali jika wajib pajak 

melakukan tindak prdana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 

dalam hal . 

a. d1terbitkan surat toguran dan surat paksa atau ; 

b. ada pengakuan utang pajak darl wajib pajaK bail< langsung maupun tidak 

langsung. 

BAB XIV 

PENYIDIKAN 

Pasal 31 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemenntah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tlndak pidana di 

bldang perpajal<an Daerah sebagaimana dlrnaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tenlang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) adalah : 

a. menenrna, mencarl, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tlndak pidana di bidang perpajakan daerah agar 

keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas, 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan ke1erangan mengenai orang pribadi 

atau baoan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 

tindak pidana perpajakan daerah lersebul, 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku,buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berl<enaan 

dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut; 

f . meminta banluan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik:an 

tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

17 
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g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau te~at 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identilas orang 

dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e; 

h. memolrel seseorang yang berkaltan dengan lindak pidana perpajakan daerah; 

I. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi; 

j. menghentlkan penyidikan; 

k. rnelakukan lindal\an lain yang perlu unluk kelancaran penyidikan tindak pidana 

di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidlk sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), memberi1ahukan dimulainya 

penyidikan dan rnenyampaikan hastl penyidikannya kepada Penuntut Umum, 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

BAB XV 

KETENTUAN PIDANA 

Pasa132 

(1) 1Najib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melamp1rlcan keterangan yang tidak 

benar sehlngga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) Kali jumlah paJak yang 

terutang. 

(2) Wajb pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 

dengao tldak benar atau tidak lengkap atau melamplrkan keterangan yang tidak 

benar sehingga merugikan keuangan daerah diancam pldana penjara paling lama 

2 (dua) Lahun dan/atau denda paling banyak 4 (empal) kali jumlah pajak yang 

terulang, 

Pasal 33 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) lidak d ituntut 

setelah melampaui jangka wal<lu 10 (sepuluh) tahun seJak saat terutangnya paIaK atau 

berakhirnya masa pajak atau berakhlmya bagian tahun paJak atau berakhlmya tahun 

pajak. 

LS 
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BAB XVI 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal34 

(1) Dinas berlanggungjawab alas pe!aksanaan Peraturan Daerah lni. 

(2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah inl dilakukan oleh 

Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengawasan. 

(3) Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satpol PP. 

(4) Untuk kepenlingan pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah inl 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dlberikan biaya opera&ional 

yang besamya ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 35 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah inl, sepaniang mengenal teknls 

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 36 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kahupaten 

Oaerah Tingka1 II 8anyumas Nomor 9 Tahun 1998 1entang Pajak Reklame (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1998 Nomor 13 Seri A Nomor 

6) dicabut dan dinyatakan lidak berlaku. 

Pasa137 

Peraluran Daerah inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Dlunc!anilkan ti! ~olt<rto 
J>ada_ r nnggal U .. .1. JUL .. 20O9.. .. 
SEKRE1'A.IUS D, lclUJI KAllUP,l:rEN BANYUMJ\S - _; 

M. I Slt.Al'·"T' v [JI C:JtM,M.,S;: 

P<!ml:ina 1 --Nilda I 
NIP· 195312 Ut76\J3 l 003 

W!WA,~ ~ B.Al, :F.ill.NJL\.~'Yll.lW WIUl! ~~ .. 
'IOMOR --~ - Jul.U P> 

Ditetapkan dl Purwokerto 

pada tanggal 1 Juli 2009 

BUPAT~,MV 

MARDJOKO 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR IS f.:IHV!'I ?1XJ9 
TENTANG 

PAJAK REKLAME 

I. PENJELASAN UMUM 

Sesual dengan Undang•Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerlntahan Daerah sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undong Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang­

Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang Pemerlntahan Daerah, pajak daerah 

meruoakan salah satu sumber pendapatan daerah agar dapal melaksanakan 

otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendm, 

dlsamp ng sumber pendapatan daerah lalnnya. Surnber pendapatan daerah 

tersebut diharapkan menjadi sumber pe111b1ayaan penyelenggaraan pemerinlahan 

dan pe1"1bangunan daerah, untuk meningketkan den mcmeratakan kescjohteroan 

masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republlk lndones'a 

Nomor 18 Tahun 1997 Lenlc1ng Pa;ak Daerah dan Retribusi Daerah, ser1a Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang PaJak Daerah, Pajak Daerah ditetepken 

dengan Peraturan Daerah. 

SP.hagai dasar hukt1m r,emungutan Pajak RP.klame di Kabupaten Banyumas 

telah diundangi<an Peraturan Daerah Kabupaten Daerah T1ngkat II Banyumas 

Nomor 9 Tahun 1998 tentang PaJak Reklame (Lembaran Daerah Kat>upaten 

Daerah Tingkal II Banyumas Tahun 1998 Nomo1 13 Se1i A No11101 6), rarnun 

dengan dilaksanakannya penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Banyumas beroasarkan Peraturan Pemerimah Nomor -1 1 

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang membawa konsekuensi 

berubahnya perangkat daerah yang beiwenang melakukan pemungutan pajak 

daerah sebaga1mana diatur dalam Peraluran Oaerah Nomor 9 Tahun 1998, dan 

perubahan atas beberapa Peraturan Perundang-undangan yang menjadl dasar 

hukum pembentukannya, maka Perafuran Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tersebut 

perlu ditinjau kembali dan disesuaikan. 

20 
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11. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukupjelas 

Pasal2 

Cuk•Jp jelas. 

PasaJ 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup [elas. 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10 : 

Cukup jelas. 

Pasal 11 : 

Cukup jelas 

Pasal 12 : 

Cukup jelas. 

Pasal 13 : 

Cukup jelas. 

Pasril 14 · 

Cukup jelas. 

Pasal 15 : 

Cukup jelas. 

Pasal 16 : 

Cukup jelas. 

Pasal 17 : 

Cukup jelas. 

Pasal , 8 : 

Cukup jelas. 

21 
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Pasal 19 : 

Cukup jelas 

Pasal 20 : 

Cukup jelas 

Pasal 21 : 

Cukup Jelos 

Pasal22: 

Cukup jelas. 

Pasal 23 : 

Dasar pemberian pengurangan, kerlnganan dan pembebasan paJak dapat 

diberikan derigan mempenimbangkan antara lain kemampuan membayar 

Wajib pajak. 

Pasal 24: 

ayat (1) 

huruf a 

Cukup jelas. 

hu1uf b 

Oupati karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadila11 dapal 

membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidok bcnar, 

misaJnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak 

memenuh 1 persyaratan formal (memasukkan Surat Keberalan tidak pada 

waktunya) mesk1pun persyaratan malentl terpenuhi. 

huruf c 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

Cukup jelas. 

ayat(3) 

Cukup Jelas. 

ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 25: 

Cukup jelas. 

Pasal 26: 

Cukup jelas. 

Pasal 27: 

lmbalan ounga dihitung sejak. bulan pelunasan sampal dengan 

dilerbitkannya SKPDLB. 

22 
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Pasal 28: 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

aya1 (2) 

Cukup jelas. 

ayat (3) 

Cukup Jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

ayal (5) 

Cukup jelas. 

ayat (6) 

Besamya lmbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dihitung dari batas waklu 2 (dua) bula'l sejak 

diterbItkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran 

kelebih,m. 

Passi 29 · 

Cukup jelas. 

Pasal 30: 

ayat (1) 

Saat kadaluwarsa pena11ihan pajak d~etapkan untuk memberikan 

kepastlan hukum kapan hutang pajak tersebut tIdak dapat ditagih lagi. 

ayat (2) 

huruf o 

Dalam hal diterbilkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluwarsa 

penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebul 

huruf b 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang paJak secara langsung adalah 

Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan inasih mernpunyai utang 

pajak don belum mclunasinya kcpada Pemerintah Daerah. 

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara t1oak langsung adalah 

Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyata:<an bahwa la 

mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemennlah Daerah. 

Conteh . 

- Wajib Paj:;i,c: mengajukan permohonan angsuran/penundaan 

pembayaran: 

- WaJib Pajak mengaJukan permohonan keberatan. 
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Pasal 31 : 

Cukup jelas. 

Pasal 32 : 

ayat (1) 

Dengan ada11ya sanksi pitlana, diharapkan ltmbul kesadaran wajib pajak 

untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan bcrarti 

Udak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang meng1ndahkan kewajiban­

nya, sehingga perbuatan tersebut menirnbu lkan keruglan keuangan 

Daerah. 

ayat (2) 

Perbuatan atau tindakan sebagairnana dimaksud dalam ayal ini yang 

dilakukan dengan sengaja, dlkenakan sanksi yang lebih berat dari pada 

alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah. 

Pasal 33 · 

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi 

wapb Pajak, Penuntut Umum dan Hakim. 

Pasal 34 : 

Cukup jelas. 

Pasal 35 : 

Cukup jelas. 

Pasal 36 : 

Cukup Jelas. 

Pasal 37 : 

Cukup jelas. 


